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LAMPIRAN D.I ¢ PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 13 TAHUN 2006

TANGGAL _ : 15 Mei 2006

FORMAT BUKU PENATAUSAHAAN ATAS PENERIMAAN

A. BUKU KAS UMUM

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA™....
BUKU KAS UMUM

SKPD

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeiuaran

R
]

.2

Halaman:

No.Urut Tanggal Kode Rekening

Uraian Penerimaan
Rp.

Pengeluaran
Rp.

1 2 3

4 5

6

Jumlah

Jumiah bulan/tanggal

Jumiah sampai bulan lalu/tgt

Jumlah semua s/d bulan/tanggal

Sisa Kas

Pada hari ini tanggal ..........ccovovvervnirnenee , 200...
oleh kami didapat dalam kas Rp.........c.ceun.

terdiri dari:

a. Tunai Rp.
b. Saldo Bank Rp.
c. Surat Berharga Rp.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

{nama lengkap)
NIP.
"} Coret yang tidak perlu
Cara Pengisian:

Y) Diisi dengan nama SKPD.

OO S O e

Catatan:

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

.......... dengan huruf)

Rp.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)

n ngka
NIP.

2 piisi dengan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran,

3 piisi dengan nama bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran.
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas.
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas.
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas.
Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

. Pengerjaan Buku Kas Umum Dapat menggunakan komputer/aplikasi software.
D Penandatanganan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada Buku Kas Umum dilakukan pada saat
pengajuan pertanggungjawaban penerimaan oleh bendahara penerimaan ke PPKD.
. Penandatanganan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada Buku Kas Umum dilakukan pada saat
pengajuan penerbitan SP2D sebagai salah satu dokumen kelengkapan SP2D.




B.

-2-

BUKU PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA".....
BUKU PEMBANTU
PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN

SKPD

Kode Rekening
Nama Rekening :
CRP.

Jumiah Anggaran
Tahun Anggaran
Halamai: .......
Nomor | Nomor BKU Tanggal Setor Nomqr STS & gukti Jumlah
Urut | Penerimaan Penerimaan Lainnya (Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah Bulan Ini
Jumlah s.d. Bulan Lalu
Jumlah s.d. Bulan Ini

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(tanda tangan)

lengk
. NIP.
} Coret yang tidak perlu

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

nmphwNne

Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU Penerimaan.
Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan Lainnya.
Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti Peneriamaan Lainnya.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Setoran STS/Bukti Peneriamaan Lainnya.

Bendahara Penerimaan

(tanda tangan)

I nak
NIP.
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Cara Pengisian:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas.

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas.

Kolom 3 diisi derigan halaman buku kasir penerimaan.

Kolom 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 diisi dengan-jumlah rupiah atas masing-masing kode & uraian
kode rekening penerimaan kas (rincian obyek).

Hwn

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd

H. MOH. MA'RUF, SE.
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LAMPIRAN D.II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 13 TAHUN 2006
TANGGAL _ : 15 Mei 2006

FORMAT SURAT BENDAHARA PENERIMAAN

A. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

At LT T SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH ot
PROV/KAB/KOTA (SKP'DAERAH) _______
MASA o,
TAHUN ot
NAMA L ettt
ALAMAT b ettt e
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)
TANGGAL JATUH TEMPO D e sessner st
NO. KODE REKENING URAIAN PAJAK DAERAH J"(':";‘)‘h )
1
2
3
4
5
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak
Jumlah Sanksi : a, Bunga
b. Kenaikan
Jumlah Keseluruhan

Dengan huruf : ......
PERHATIAN :
1 Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan .........
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dbayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal
___jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

recerenenenery tANGQAL e
a.n. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(tanda tangan)

n lengki
NIP.
potong di sini
NO. URUT :
TANDA TERIMA vessasee

NAMA e e , tanggal ..........
ALAMAT
NPWPD Yang menerima,

(tanda tangan)

lengk

*) Coret yang tidak perfu

Catatan:
Penetapan jumlah SKP-Daerah didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar penetapan pajak.




B. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI ™

PEMERINTAH | —
PROV/KAB/KOTA" SURAT KETETAPAN RETRIBUSI o, uRuT
........................ . (SKR)
MASA
TAHUN
NAMA

ALAMAT B
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUST (NPWR) :
TANGGAL JATUH TEMPO

NO. KODE REKENING URAIAN RETRIBUST J”(':;?“

1.
2.
3.
a. .
5.

Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi:

Jumlah Sanksi : : a. Bunga

b. Kenaikan

Jumlah Keseluruhan

DBNGAN NUIUF & coiviiiiiiiitieitisieeerese s eeere sttt eae s sse st e e ss b sanssssa st esebasesoeassbasatesassssans shesebessasastebenssnsssasessrassbebobessrnassnassnssnsanens
PERHATJAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara PENerimaan ..............cceeecervveeroneiveesessnaenessonns

2. Apabila SKR ini tidak atau kurang dbayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima atau (tanggal

jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

NIP.
potong di sini
TANDA TERIMA N. Ryt
NAMA ettt e Jtanggal.......... .
QW;T Yang menerima,
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) Coret yang tidak perlu

Catatan:
1. Penetapan jumlah SKP-Daerah didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar penetapan pajak.
2. Untuk Retribusi seperti Retribusi Pasar, Retribusi Parkir, Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan sejenis lainnya, format SKR

dapat berupa karcis dan bentuk lainnya sebagai alat bukti penarikan.




SURAT TANDA SETORAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA® ...

SURAT TANDA SETORAN
(STS)
STSNO. ot et v et e e Bank
No. Rekening T ———

Harap diterima uang sebesar
(dengan huruf)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No. Kode Rekening Uraian Rincian Obyek J‘;:‘Sh
Jumiah
Uang tersebut diterima pada tanggal.............ccconuvmrnerinninccecnne
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu
(tanda tangan) (tanda tangan)
{nama lengkap) . (nama lengkap)
NIP, NIP.

(Catatan: STS dilampiri Slip Setoran Bank)

*) Coret yang tidak periu

Cara Pengisian:

1. Kolom Kode Rekening diisi dengan kode rekening setiap rincian obyek pendapatan;
2.  Kolom Uraian Rincian Obyek diisi uraian nama rincian obyek pendapatan;

3. Kolom Jumlah diisi jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian obyek pendapatan.
Catatan:

Formulir ini digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi dan
penerimaan daerah lainnya).
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D. SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN - 34it

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI ......

3 Bendahara Penerimaan/Bendahara PENeriMAaan PEMBANTU ............ceweviveuresieereemeeeseeesseesesseseeesesesersseessesesessesees
Telah menerima uang sebesar Rp. ........cc.cco.cv ..
8 (dengan huruf ..........o..ooooemveeeeeenrean.
< dari Nama :
Alamat
9 Sebagal pembayaran

Kode rekening ®

% Tanggal diterima uang P —

Mengetahui,
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Pembayar/Penyetor
(tanda tangan) (tanda tangan)
{nama lengkap) (nama lengkap)
NIP.

Lembar Asli : Untuk pembayar/penyetor/pihak ketiga
Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Pembantu
Salinan 2 : Arsip

*) Coret yang tidak periu

Cara Pengisian:

1. ¥ Bendahara Penerimaan diisi dengan nama bendahara penerimaan dan nama SKPD;

2. "Telah menerima uang diisi dengan jumlah uang yang diterima dari pihak ketiga, diiisi
dalam rupiah dan kata-kata;

3. 9 Nama dan alamat diisi dengan nama dan alamat pihak ketiga yang melakukan
pembayaran;

4. 9 Sebagai pembayaran diisi dengan uraian peruntukkan pembayaran yang diterima dari
pihak ketiga;

5. ® Kode rekening diisi dengan kode dan uraian nama rekening atas pembayaran yang
diterima dari pihak ketiga;

6. "Tanggal diterima uang diisi dengan tanggal diterimanya uang dari pihak ketiga.

Catatan:

. Formulir ini digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi dan
penerimaan daerah lainnya) dari pembayar/penyetor/pihak ketiga ke bendahara
penerimaan,

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd

H. MOH. MA'RUF, SE.






